
BUPATI SELUMA 

PERATURAN BUPATI SELUMA 
NOMOR OJ!\ TAHUN 2019 

l'ENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SELUMA NOMOR 34 TAHUN 

2017 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PERBAIKAN PENGHASILAN BAGI 

APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 

KABUPATEN SELUMA 

Menimbang 

Mengingat 

BUPATI SELUMA, 

a. bahwa untuk meningkatkan disiplin, kinerja dan 

meningkatkan Kesejahteraan Aparatur Sipil Negara di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma diberikan 

Tambahan Perbaikan Penghasilan (TPP); 

b. bahwa berdasarkan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 21 Tahun 2011, Pemerintah daerah dapat 

memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai 

Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif 

dengan memperhati.kan kemampuan keuangan daerah 

dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

c. bahwa Pemberian Tambahan Perbaikan Penghasilan (TPP) 

bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Seluma telah di atur dalam Peraturan Bupati 

Seluma Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemberian 

Tambahan Perbaikan Penghasilan (TPP) bagi Aparatur 

Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Seluma sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Bupati Seluma Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan 

atas Peraturan Bupati Seluma Nomor 34 Tahun 2017 

tentang Pemberian Tambahan Perbaikan Penghasilan 

(TPP) bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Seluma.; 
d . bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Seluma Nornor 42 

Tahun 2018 ten tang Pedoman Penghitungan Nilai Harga 

Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 

Pemenntah Kabupaten Seluma, telah di tetapkan Nilai 

Harga Tunjangan Kinerja; 
e. bahwa untuk memenuhi pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d di 

atas, perlu merubah Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 

201 7 ten tang Pemberian Tambahan Perbaikan 

Penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Seluma yang ditetapkan dengan 

Peraturan Bupati Seluma; 
1. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1967 tentang 

Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negara Republilc Indonesia Nomor 2828); 



2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelengaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma 
dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4266); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 
47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 t.entang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5494) 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republilc Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republilc Indonesia 
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5479); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 
Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun atau 
Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, 
Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian 
Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara dan Penerima 
Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 77, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6207); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018 tentang 
Pemberian Tunjangan Hari Raya dalam Tahun Anggaran 
2018 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara 
Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik 
Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun dan 
Penerima Tunjangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 78, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6208); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
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Menetapkan 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/ PMK.05/ 2018 

tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji, 

Pensiun atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai 

Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota 
Kepolisian Negara Repu blik Indonesia, Pejabat Negara dan 

Penerima Pensiun atau Tunjangan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 677); 
15. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 3 Tahun 

2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2009 Nomor 

3); 
16.Peraturan Bupati Seluma Nomor 42 Tahun 2018 tentang 

Pedoman Penghitungan Nilai Harga Tunjangan Kinerja 

Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Seluma; 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI SELUMA TENTANG PERUBAHAN 

KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SELUMA NOMOR 34 

TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN 

PERBAIKAN PENGHASILAN BAGI APARATUR SIPIL 

NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN 

SELUMA. 

Pasal I 
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Seluma Nomor 34 

Tahun 2017 ten tang Pemberian Tambahan Perbaikan 

Penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Seluma sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Bupati Seluma Nomor 25 Tahun 2018 tentang 

Perubahan atas Peraturan Bupati Seluma Nomor 34 Tahun 2017 

tentang Pemberian Tambahan Perbaikan Penghasilan (TPP) bagi 

Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Seluma, diubah sebagai berikut : 

Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai 

berikut: 

BAB III 
KRITERIA PENERIMA TPP 

Pasal 4 

( 1) Tambahan Perbaikan Penghasilan berdasarkan Jabatan 

Struktural; 
(2) Tambahan Perbaikan Penghasilan berdasarkan Jabatan 

F'ungsional dan Jabatan lainnya; 

(3) Tambahan Perbaikan Penghasilan berdasarkan Jabatan 

Pelaksana yang melaksanakan Togas Tertentu; 

(4) Tambahan Perbaikan Penghasilan berdasarkan Jabatan 

F'ungsional Tertentu; 
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(5) Tambahan Perbaikan Penghasilan berdasarkan Jabatan 

Kelangkaan Profesi. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

daJam berita Daerah. 

Diundangkan di Tais 
Ae;B::tQ.I ggal I\ Ja.nuari 2019 

S DAERAH 

RAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2019 NO MOR ....... 
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